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\ SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIT'N

TIOMOR : lO / HK.O t .3 -Kpt | 357 7 | Kilt -Kot I ttt I 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADruN
NOMOR : 06/Kpts/KPU.Kota-0 I 4. 329982 / 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOB PENGEIOLAAN DAN PEI.AYANAN

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KO?A MADIUN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasrl
40 Peraturan KPU Nomor t Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungar Komisi Pemilihan Umum, perlu
menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan
dan pela5ranan inforrnasi publik di lingkungan Komisi
Femifihan Umum Kota Madiun.

: l. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2OO8 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik {l-mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2@8 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-uodang Nomor 25 Tahun 20o9 tentang
Iayanan Publik {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2fr)9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 50381;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20lO tentang
Felaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informagi Publik (Lembamn
Negara Republik Indoneeia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan kmbaran Negrara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Mengingat

5. Peraturan

*O M lS,

I

https:/ {ldih,kpu.go.id#aum/ madiun-kota/home
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5. Peraturan Komisi Pemilihsn Umum Nomor O5 Tatrun
2008 tentang Teta Kerja Komiei Femilihan Umum,
Komisi Femilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemithan Umum Kabupaterr/ Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor O8 Tahun 2Ol9;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2O1O

tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Feraturan Komisi Inforrnasi Nomor I Tahun 2013

tentsng Prosedur Penyeleeaian Sengketa Informasi
Rrblik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Fenyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Femilihan;
9. Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
Operasional hosedur Penplolaan dan Pelayanan

Informaei Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Urnum;

MEMUTT,JSI(AN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEISIIAN DAN

PUEYAI{AN INFORMASI PUBUK DI UNGKUNGAN KOMISI

PEMIUHAN UMUM KOTA MADIUN.

Menetapkan tata cara pelayanan informasi publik

sebagaimana terlampir.

Menetapkan tata cara pcnanganan kebcratan terhadap

pelayanan informasi publik se@gaimana terlampir.

Menetapkan tata cara pengecualian informasi *bagaimana
terl,ampir.

Menetapkan tata cara penyuaunan daftar informasi publik

sebagaimana tcrlampir.

Meretapkan tata cara penyuaunan laporan petrayanan

informasi ocbagaimana terlampir.

Menetapkan tata cara beracara di Komisi Informasi
sebagaimana tcrLampir.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

https:/Idih*kp.u,8.a.id/latilr,/madjutr-lotal_homt

KETII'UH...

KEENAM
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Salinan sesuai dengan aslinya
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: Kepufirsan ini berlsku *jak tanggBl ditetapkan dan apabila
dilmudian hari terdapt kekeliruan alcan dipabaiki
sbegaimsna mestinya.

Ditetapkan di Madiun
kda tangqal 12 MarFet 2O2A

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU \trARDANA

KPU KOTA MADITIN

h ttp s : / ru d ih . kp u. go- id / j ari m / mad i u n:kota@o_me
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lompiran I

Nomor
Tanggal

Keputusan Komisi PemiUhan Umum
Kota Madiun
0 / HI(.o I . 3-Kptl3577/ Kru-Kot I ttt l'2o2O
fa Maret 2otz0

STAITDAR OPERASIOITAL PROSEDIIR PETGEII)LAAT DAJS PEI"AYATAT
IITFORTASI PT'BLIE DI LII|GKINTGAT KOuISI PEUILIIIAIT UUUU rOTA UADN'X

1. TATA CARA PELAYAITAT MIIORU,ASI PI'BLII(

I Fersyaratan
Pelayanan

a. Identitas (perorangan : KTPlSIMlPassword, Eladan
Publik : alrta notaris dan dokumen pengosahan badan
publik)

b. Mengisi formulir permohonan informasi

2 Sistem,
mekanisme,
prosedur

a. Pemohon informasi meng4iukan permohonan informasi
dengan cara datamg langsung, melalui faksimili, telepon,
surat dan surat elektronik

b. Alamat pelayanan informasi pada Kantor KPU Kota
Madiun Jl. Mobilisasi Pelajar No.2 Madiun Telepon/ fax
{035U 461664 email sekrvtariat(dcan-madiur*ota-ao.id
dan website h ttp : / I kota:madi u {r, L{Eru #o. id /

c. ksk pe}ayanan memilah permintaan informasi dengan
ketentuan :

U Pemohon yang datang sara Langsung mengisi
formulir permohonan informasi

2l Untuk pemohon informasi melalui surat, email,
telepon dan fiaksimil, formulir permohonan inforrnasi
dapat diisikan oleh desk pelayanan

3l Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir
permohonan informasi

4l Desk pelayanan dapat langsung memberikan
informasi ,vang diminta oleh pemohon inforrrasi, jika
informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan
merupakan informasi yang termasuk dalam kategori
dikecualikan atau berpotensi dikecualikan

5l Desk pelayanan menginfiormasikan kepada pemohon
informasi apabila informasi yang dimaksud tidak
berada di bawah pennguasaan KPU Kota Madiun dan
apabila mengetahui dapa.t memberitahu Badan
Publik yang menguasai informasi tersebut

6l Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon
informasi apabila informasi yang dirnnksud
dikategorikan sebegai informasi yang dikecualikan
dengan memberikan surat Keputusan KPU Kota
Madiun mengenai informaei yang dikecualikan

n Apabila keterangan lebih Ladut mengenai informasi
yang dimohon pemohon informasi belum dapat
diberikan secara langeung, desk petrayanan
menginformasikan jangka waktu permohonan
informaei sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan
berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID} serta
kemudian memberikan pemberitahuan tertulis
mengenai infornrasi dimaksud sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan UU KIP

https: / rudih. kpu.go. id /jatim / madiu n-kota/ home
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8l Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk
pelayanan menginformasikan kepada pemohon
informasi rnenge.nai haknya untuk mengqjukan surat
kebemtan kepada ata.san PPID

9l Setiap pemberian informasi harus disertai dengan
tanda terima

I0| Desk pelayanan mengisi buku regi*ter pelayanan
informasi

3. Jangka Waktu l0 hari kerja dan dapat diperpanjffryT hari kerja yang
dilakukan sccara tertulis disertai dengan alasan
perpnjangan.

4. Biaya Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika
terdap.t biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang
akan dibebankan kepada pemohon informasi

5. Produk pel,ayanan Berupa informasi dalam bentuk lwrdmpg dan soficopg

6. Sarana, Frasarana
dan/ atau fasilitas

a. Ruang playanan informasi
b. Kompu&r
c. Meja dan kursi
d. RaI( informasi
e. Telepon
f. Faksimil
g. Printer

7 Waktu pelayanan
informasi

PeLayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan
rincian:
Senin - Ikmis : 09.OO - 15.00 WIB
Jum'at : S.0O - 14.30 WIB

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU WARI}ANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

flt

I

httos: / / idih.kou. so. id / i atim / madiun -kota / home
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2. TA?A CARA PEIIANGAIIAIg I(TBENATAI{ TERHADAP PBI,AYATAIS IIftrlORTASI

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMI}M

KOTA MADTUN,

KPU KOTA MADIUN TTD

S. WISNU WARDANA

Nomor
Tanggal

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun

: [0 /rffi .0 1.3-Kpt/3577 | KI{.,]-Kotl tW 2a2o
: l?- Ir{aret 2o2o

v

1 Persyaratan
Keberatan

a. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passrord, Eladan
Ptrblik akte notaris dan dokumen pengesahan Badan
Rrblik);

b. Mengisi formulir keberatan.

2 Sistem, Mekanisme,
Prosedur.

a. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan
informasi dengan datang langsung, melalui faximili,
telpon, sur:at, dan surat elektronik;

b. Alamat pelayanan informasi: Kantor KPU Kota Madiun
Jl.Mobilisai Feta.iar No 2 ?elepn/ fax (O35U461664

c. Femohon informasi yang datang secara langsung mengisi
formulir keberatan;

d. Untuk pernohon informasi melalui faximili, telepon,
surat, dan surat elektronik, formulir keberatan
disedialen oleh desk pelayanan;

e. Desk pelayanan menginformasikan nomor regrestrasi
formulir kebemtan dan jangka waktu ja'*raban atas
keberatan sesuai dengan UU KIP;

f. Desk pelayanan menyampaikan forurulir keberatan
kepada PPID, sela4jutnya PPID menyampaikan formulir
keberatan dimaksud kepada atasan PPID;

g. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;
h. Deek pelayanan menyampaikan surat jawaban atas

keberatan yang telah di tandatangani oleh atasn PPID
kepada pemohon informasi;

i. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon
informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon
informasi setelah surat jawaban atas keber:atan diterima

3 Jangka Waktu Paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas
permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan,
surat jawaban dari KPU Kota Madiun harus sudah
diserahkan kepada pemohon informasi

4 Waktu Pela5ranan Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja dengan
rincian :

Senin - Kanis : @.OO - 15.00 WIB
Jum',at : O9.OO - 14.30 WIB

,$

https: / Aditrkpu-eojd#atim/ madiun-koh

Ifo KOTPOtrEII I'NAIAII
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Lampirarr m

Nomor
Tangal

3. T#TA CARA PEIrGPCUALIAI| IT$ORHASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Keputusan Koei$i Femilihan Umum
Kota Madiun
P / }IK.O 1.3-Kpt/ 357?lKPt J-Kot I W I 2a2s
p Marct 2g2O

KETUA
KOMISI PEMILIHAN T]MTT}T

KOTA MADII.]N,

TTD

S. WISNU WARDANA

I Sistem, Mekanisme,
dan pmeedur

a. Elerdasarkan penrrohonan informasi, KPU Kota Madiun
dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuenei
terhadap informasi terterrtu kepada PPID KPU RI;

b. Fejabat Fengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID}
menentukan materi Felaksanean pengpjia.n konsekuensi
infsrms.ai yang di kecualikan, yang telah dikirim oleh
KPU Kota Madiun;

c. kjabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi
mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim
Penghubung, dan narasumb€r yeng di tunjuk dari KPU
Kota Madiun, terkait materi yang dihahas untuk
menghadiri pelaksanaan uji kon*kuensi;

d. Pejabat Pengelol,a Informasi dan Dokumentasi
menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan
Angota I(PU Kota Madiun untuk disahkan melalui Rapat
Pleno KPU Kota Madiun.

2 Jangka Waktu Keputusan pengecualian Informasi harrs diseleseikan
pating lambat 7 {tujuh} hari kerja sejak permohonan uji
konsekuensi diterima oleh PPID

httf s: / /jdih-kpu.go. id#atim/ madiun-kota /home

Hc morFoil3Er IIBAX*IS
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Lam$ran fV

Nomor
Tanggal

4. TATA CARA PETYUSI'ITAf, DAFTAR IXT1ORTASI PTIBLIK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun

lC /HK.0 1. 3-Kpt/3577lKPu-rot I ttl/ 2O2O

fl Maret 2O2O

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya S. WISNU WARDANA
KPU KOTA MADIUN

I Sistem, Mekanisme,
dan prosedur

a. PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan
sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka
pengumpulan informasi untuk pernbuatan Daftar
Informasi Publik (DIPI sesuai dengan Formulir Modet
PPID-A pada Lampiran Keputusan Komisi Femilihan
Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2O15 ;

b. Setiap sub bagian melalui Tim Penghubung
mengidentifikasi informasi yang berada dalam
penguasaan masing-masing sub bagian ssuai dengan
format yang telah disiapkan;

c. Setelah menerima Laporan DIP dari se.iap sub bagian, I

DIP bersama dengan Tim Penghubung melakukan
klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan
forrnat DIP; 

]

d. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Ti- 
I

Penghubung di konsultasikan kepada Atasan PPID untuk l

dikoreksi;
e. Dafar Informasi Rrbtik hasil koreksi Atasan PPID

disampaikan kepada Tim Fertimbangan;
f. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan,

usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapat
pengesahan.

2 Jangka Waktu Daftar Informasi Pub[k harus diperbaharui setiap satu
tahun sekali.

3 Publikasi Daftar Inf,ormasi R.rblik harus tersedia di desk pelayanan.

https;/Lidih. kpu.go.idfi atisn/ madiun-kota/ home

![o roxfiorEr i I'RAIAT
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I"ampiren V

Nomor
Tanggal

5. TATA CTRI PEITUSUIIA,II I,AFC}RAIT PEL/TYAI{AIS IffiNONUASI

Keputusan Komisi Femilihsn Umum
Kota Madiun
E IHICOl.3-Kpt/3577lKH,J-Kot I rt:t I 202A
F?. Maret 2O2O

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

TTD

S. WIShIU WARDANASalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADTUN

1 Sistemo Mekarlisme,
dan prosedur

a. Tim penghubung melakukan pelaporan secara berkala
kepada PPID;

b. Fejabat Pengelola Infurmasi dan dokusrentasi men5rusun
traporan petrayanan informasi publik berdasarken laporart
Tim Penghubung dan evaluasi;

c. Pejabat Fengelola Inforrnasi dan Dokumentasi
menyampa.ikan laporan pelayanan informasi kepada
Atasan PPID;

d. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan
pelaksanaan pelayanan informasi publik;

e. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID
menyampaikan laporan flary-anan informasi publik
kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan
ke rapat pleno KPU Kota Madun agar memperoleh
pengesahan;

2 Jangka Walrtu Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir
tatrun

3 Publikasi I"aporan pelayanan inforrnasi publik dipublikasikan
melalui webstte resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi
Rrblik.

https: / fi dih.kpu.go. id/jatim/ madiun-kota/ home

to xoxnotffi' ITN*IAT
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Iqrnpiran Vl

Nonor
Tanggal

6. TATA CANA BERACARA DI EOUISI ITTIoRIASI

Salinan sesuai dengan aslinya
TARIAT KPU KOTA MADIUN

Keputusan l(omisi Psnilihan Umum
Kota Madiun
lO / Hx.o t.3-Kpt/ 3577/KPU-KoV Ifi I 2O2O

ta Maret 2O2O

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADITiN,

TTD

S. WISNU WARDANA

1 Sistem, Mekanisme,
dan prosedur

a. Persidangan dilakukan dengan cara pertemuan
Iangsung;

b. Femeriksaan pendahuluan, dilalrukan dalam *idang
qiudikasi t snlitigasi yang terbuka dan dibuka untuk
umum oleh Mqielis Komisioner yffLg paling *dikit dari 3
(tgal oxeng komisioner Komisi Inforrnasi;

c. Med.iasi, dilakukan dalam hal permohonan diajukan
dengan alasan :

- fidak disediakannya informasi pemilu dan pemilihan
yang wqiib diumumkan secara berkala;

- Tidak diresponnya permintaan inforrrasi pemilu dan
pemilihan;

- Permintaan informasi pemilu dan pemifihan
ditangapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;

- fidak dipenuhinya permintaan informasi pernilu dan
pmilihan;

- PenBenaan biaya yang tidak wqiar;
- Pemberian inforrrasi pernilu dan pemilihan melebihi

batas waktu yang ditentukan;
d. {iudikasi nonlitigasi, bereifat terbuka untuk umum

kecuali terhadap pemeriksaan informasi yang
dikecualikan;

e. Rrtusan majelis komisioner diucapkan dalam siding
terbuka untuk umum;

f. Keberatan atas putusan komisi informasi bisa drajukan
paling lama 3 (tigal hari sejak putusan oleh pihak yang
keberatan.

o

httos: / / i dih.kou.so. id / iatim / madiun-kota / home

r"l KOilFOTEn IIRAIAIT
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I +mpiran VII

Nomor
Tanrgal

Keputusan Komisi Pemitihan Umum
Kota Madiun

tO /HK.o 1 . 3-Kpt/ 3577l KPtJ-Kotl IIU ?o/afl
lL ilaret 2O2O

7. JEIUS ITFORIASI PPID

2

I Inforrnasi hblik
Berkala

ia. Pengertian adalah informasi publik yang wajib
diumumkan secara berkala baik di webeite resmi
dan/atau papan pengumuman.

b. Pengumufiran infornrasi publik secara berkala
rrilakukan:
- Faling sedikit I {satu} kali daLam setahun
- hling singkat 6 (enaml bulan sekali

c. Informa.si publik secara berkala meliputi :

Pnofil KPU dan Sekretariat KPU Kota Madiun
Ringkasan informasi tentang program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan
Ringt<asan informasi tentang kinerja berupa Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {I-AKIP) dan
Fenetapan Kinerja (TAPKINI
Ringkasan lapran keuangan -vang sudeh diaudit
Ringfuasan }aporan akses informasi publik
Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau
kebiiakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun
Standar operasional prosedur tentang pelayanan
informasi di lingkungan KPIJ Kota Madiun
lnformasi tentang pealgumuman pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Informasi Serta
Merta

yang wajib diumumkan secar:a serta merta
meliputi :

- Peraturan yuu-rg dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun
pada rnasa petaksanaan tahapan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Madiun

- Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun
pada masa pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota
dan Wakil Wdikota Madiun

- Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun
pada rnasa pelaksanaan tahapan Pemitihan Wdikota
dan Wakil Walikota Madiun

- Putusan lembaga peradilan terkait prolres dan hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun

- Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun
pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu

- Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU l(ota Madiun
pada rnasa pelaksanaan tahapanFemilu

a. Informasi

https: / fi dih.kpu.go.id/iatim/madrullkota/hone

BorPorH I I'TAIATllo



3 Informasi Setiap
Saat

-9-

a. Informaei yang wajib diumumkan setiap saat meliputi :

- Dafta.r inforrnasi publik
- Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau

kebljakan KPU Kota Madiun yang paling kurang
terdiri atas :

r Berita Acara Hasil Rapa.t Pleno dari pro*s
pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan

e Rancangan peraturan, keputuean atau
kebljakan

. Tshap perumusan peraturan,keputusan atau
ketdjakan

o Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
telah diterbitkan

- Informasi tentang organisasi, administrasi, personil
dan keuangan yang meliputi :

o Fedoman pengelol,aan organisasi, administrasi,
personil dan keuangan

o Pnofil lengkap pimpinan dan pegawai
o Anggaran KPU Kota Madiun secara umum

maupun secara khusus unit pelakeana teknis
serta l,aporan keuangannya

o Data statistik yang dibuat dan dilclola oleh KPU
Kota Madiun

o Surat - surat pe{anjian dengan pihak ketiga
bcrikut dokumen pendukungnya

r Surat menlrurat pejabat KPU Kota Madiun
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya

r Data perbendaharaan atau inventaris
o Rencana strategis, rencana p,r,oyek dan rencana

ke4ja KPU Kota Madiun
. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
o Informasi mengpnai kegiatan pelayanan

infonnasi publik yang dilaksanakan
. Jumlah, jenis dan umum

pelanggaran yang dilaportan oleh masyarakat
serta laporan penindalannya

o Informasi dan kebUakan yang disampaikan
pejabat publik delsm pcrtemusn terbuka untuk
umum.

4 Informasi
Dikecualikan

a. Ihtegori informasi yang dikecualikan meliputi :

- Informasi publik yang apa.bila dibuka dan diberikan
kepa.da pemohon dapa.t menghambat proses
pcnegakan hokum, meliputi : menghambat proses
penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
yang berkaitaa dengan penyelenggaraan pemilu;
mengungkap identitas informan, pelapor, saksi
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak

hLtps.,lljdih. kpu. go.id /ja
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pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu.

- lnformasi publik yang apabil;a dibuka dan diberikan
kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi,
meliputi : riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perau/atan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi
keuangan, aset, pendapa.tan, dan rekening bank
ses€orang; hasil-hasil evaluasi sehubungan d.engan
lcapabilitas, intelektua.litas, dan rekomsrdasi
kemampuan seseorang; catatan yang menyangkut
pribadi seseorang -yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pndidikan forrral dan satu€ul pendidikan
nonformal;

- Informasi publik yang apabi}a dibuka dan diberikan
kepada pemohon dapt mengungkap rahasia jabatan

- Memorandum atau sura-surat antar KpU atau intra-
KPU -vang menurut sif,atnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Inforrnasi atau pngadilan

- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
undang-undang

b. Klasifikasi informa.si yang termasuk ke dalam kategori
inforrnasi yang dikecualikan ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU WARDANASalinan sesuai dengan aslinya
KPU KOTA MADIUN

o,.
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